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ABSTRAK

Pengelolaan objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa, Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasaman Barat dan Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera, telah
sepakat dan saling mengikatkan diri dalam perjanjian - kerjasama. Perjanjian
kerjasama tersebut diatur lebih rinci dalam akta perjanjian Nomor :
522/89/SPK/DIN.HUT-KSU.RLS-VII1/2016. Dalam perjanjian kerjasama
pengelolaan objek wisata tersebut, biaya yang timbul akibat dibangunnya berbagai
fasilitas dibebankan kepada Pemerintah Daerah Pasaman Barat, sedangkan biaya
operasional hutan kota dan taman satwa dibebankan kepada Koperasi Serba Usaha
Rimba Lestari Sejahtera. Namun Pemerintah Daerah tidak memenuhi kewajiban
sebagaimana mestinya. Permasalahan yang dibahas yaitu: (1) Bagaimana pengelolaan
objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa antara Pemerintah Daerah dengan
Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera di Pasaman Barat (2) Apa Tugas dan
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengelola objek wisata Hutan Kota dan
Taman Satwa di Pasaman Barat (3) Apa saja kendala dan penyelesaian dalam
pengelolaan objek wisata Hutan Kota dan Taman Satwa antara Pemerintah Daerah
dengan Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera di Pasaman Barat. Penelitian
ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis yang menekankan pada kenyataan di
lapangan yang dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan
penelitian yang penulis lakukan, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa: (1)
Pengelolaan objek wisata dilakukan dengan tahap penyusunan rencana pengelolaan,
pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan, pemanfaatan, pemantauan dan
evaluasi, budidaya pembibitan.(2) Tugas pokok Pemerintah Daerah membangun
fasilitas, memberikan pekerjaan kepada pihak pengelola dan kewenangannya adalah
menyerahkan pengelolaan kepada Koperasi Serba Usaha Rimba Lestari Sejahtera,
melakukan pembinaan dan pengawasan, dan memungut retribusi Pendapatan Asli
Daerah (PAD).(3) Kendala dalam pengelolaan objek wisata yaitu disebabkan faktor
internal dan eksternal. Penyelesaian atau solusi dari kendala tersebut Pemerintah
Daerah harus menambah sarana dan prasarana atau fasilitas objek wisata.
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